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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya berharap” (Qs. Alam Nasyrah: 6-8) 

 

“Sesungguhnya seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia sudah tidak lagi 

meminta, tapi lebih karena ia sudah bisa memberi harapan akan kembali diberi”. 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan 
Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kepada 
Mahkamah Konstitusi. Dengan Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apa 
alasan pemohon mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Partai Politik ?; Apa dasar pertimbangan Hakim Konstitusi memutuskan 
mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Partai Politik ?; Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
Partai Politik ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data 
penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis dilakukan dengan 
pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif 
dan yuridis politis. Hasil  studi ini ini menunjukan bahwa Pasal 51 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 
28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

 

Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi 

tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah 

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk 

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya 

dengan cara konstitusionil  untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik 

dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan 

mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, 

mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan 

turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.1 

Kemunculan atau musnahnya partai politik juga merupakan hasil dari 

perubahan sistem politik yang dianut negara bersangkutan. Perubahan sistem 

politik atau sebaliknya justru memperbanyaknya. Misalnya ketika Soeharto 

menjadi Presiden RI, dia segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1973 yang menyederhanakan jumlah partai politik. Bersadarkan 

Undang-Undang ini, beberapa partai politik ‘dipaksa’ bergabung untuk 

                                                           
1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.159 



 

membentuk suatu partai politik baru. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

dihasilkan dengan meleburkan empat partai bernapas Islam seperti NU, 

Parmusi, PSII dan Perti. Sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri 

sebagai hasil penggabungan partai-partai seperti PNI, Parkindo, Partai 

Katolik, IPKI dan Murba.2 

Sementara itu, dengan didorong oleh semangat reformasi yang melihat 

bahwa kebebasaan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat merupakan hal-hal yang harus ada dalam mengembangkan 

kehidupan demokrasi, sistem perpolitikan di Indonesia kembali berubah 

setelah jatuhnya Orde Baru pimpinan Soeharto. Setelah masa transisi dibawah 

pimpinan B.J Habibie, partai politik yang selama periode Orde Baru 

diposisikan sebagai ‘pelengkap’ dan ‘aksesori’ demokrasi, pada 

pascareformasi dikembalikan lagi fungsinya sebagai sarana yang bersifat 

legal dalam menampung dan menyalurkan semangat kebebasaan berpolitik. 

Untuk membangun kembali struktur partai politik, diterbitkan dua Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik 

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, jumlah partai politik 

tidak dibatasi lagi di Indonesia kembali ke sistem Multipartai.3 

Oleh karena itu para pemohon, memohon agar Mahkamah Konstistusi 

melakukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) dan Uji Formil Prosedur 

Pembuatan dan Format Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang 
                                                           

2 Firmanzah, Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Polik Di Era 
Demokrasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 59  

3 Ibid. hlm. 60. 



 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Partai Politik.4 Para 

Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum dan telah 

mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidak-tidaknya pada tahun 2009 

dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) adalah partai 

yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adanya frase “dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi”, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan 

peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah agenda untuk 

mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari 

kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai politik (para 

Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan 

kerugian atas hak-hak konstitusional.5 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan 

konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. Perorangan warga negara Indonesia; 

                                                           
4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011, hlm. 4. 
5 Ibid. hlm. 5. 



 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reublik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; atau 

d. Lembaga Negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 

“Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.6 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus 

dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing dalam 

perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk 

bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah bahwa hak 

dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan 

berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana disampaikan di atas, para 

Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang 

berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula 

mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan 

pada tahun 2009, sehingga merupakan “badan hukum publik” sebagaimana 

dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh 

                                                           
6 Ibid. hlm. 6. 



 

karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian 

Undang-Undang.7 

Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik menyatakan: 

“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui 

keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-

Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat “dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika 

suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila 

gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak 

memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang 

tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 

2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah 

Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki 

kepastian hukum.8  

Secara faktual atau de facto, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) 

partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan 

kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus 

partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI. 

                                                           
7 Ibid 
8 Ibid. hlm. 7. 



 

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya 

menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah 

menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. 

Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau 

yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas 

keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.9 

Kemauan politik (political will) dari pihak pembuat Undang-Undang di 

Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan 

Pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan Undang-Undang Partai Politik 

(UU Parpol) selalu berubah, nyaris setiap menjelang berlangsungnya Pemilu, 

Undang-Undang tentang Parpol dan Pemilu senantiasa dirubah, kenyataan ini 

sangat tidak lazim dilakukan oleh negara-negara lain, hal ini menunjukkan 

bahwa selain kualitas Undang-Undangnya tidak berbobot di sisi lain para 

pembuat Undang-Undang dan pengusul Rancangan Undang-Undang, baik di 

tingkat eksekutif maupun legislatif sangat patut diduga memiliki agenda 

tersembunyi, meskipun agenda tersebut sulit diprediksi.10 

Semangat dari para pengusul/pembentuk Undang-Undang dalam 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terasa jelas adanya 

upaya yang terselubung untuk mempersulit tatanan proses prosedur 

mekanisme hak konstitusional partai politik lama dan pembentukan partai 

                                                           
9 Ibid 
10 Ibid. hlm. 8. 



 

politik baru. Berdasarkan hasil kajian yang bertumpu pada prospektif negara 

hukum yang demokratis, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik bertentangan dengan nilai-nilai filosofi atas tujuan utama 

dirubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru. 

Bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia, berbenturan dengan norma-

norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dalam berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta norma-norma sosial yang ada di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.11 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya implementasi 

yang diharapkan/diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut (tidak dapat 

dilaksanakan). Gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan 

penyederhanaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan amanat 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan di tangan 

Rakyat, sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok 

atas nama Rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat 

kekuasaan (a tool as social engineering) bertentangan dengan filosofi 

pelaksanaan Demokrasi yang sesungguhnya.12 

Partai politik sebagai sarana dan prasarana demokrasi belum memberikan 

jaminan atas fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akibat belum 

                                                           
11 Ibid 
12 Ibid 



 

maksimalnya partai politik mengemban amanat rakyat yang 

diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Partai Politik, 

menimbulkan apatisme Rakyat di mana dari Pemilu tahun 1999, tahun 2004, 

dan tahun 2009 ada kecenderungan jumlah pemilih yang tidak menggunakan 

hak pilihnya semakin meningkat, bahkan data terakhir dalam Pemilu tahun 

2009 mencapai 40% (empat puluh persen) lebih. Pengalaman empiris dalam 

perkembangan per-partaipolitikan di Indonesia membuktikan bahwa, pada 

dekade akhir Pemerintahan Orde Baru, ada partai politik yang dikenal dengan 

mayoritas tunggal (terbesar) yang memakai slogan “suara rakyat adalah suara 

partai” tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat secara benar.13 

Sadar bahwa, hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan 

aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta 

memahami bahwa vox populi vox dei suara rakyat adalah suara Tuhan, 

dimana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat 

mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya.14  

Dari latar belakang diatas, Penulis ingin melakukan analisis dalam 

bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 

TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.  

                                                           
13 Ibid. hlm. 9 
14 Ibid 



 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa alasan pemohon mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 Tentang Partai Politik ? 

2. Apa dasar pertimbangan Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan 

permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik ? 

3. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan Judicial Review terhadap 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam 

memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon. 

3. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 

Partai Politik. 

 

 

 

 



 

D. Tinjauan Pustaka 

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya 

revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul jauh sebelum kembali pada Abad 

XVII dan mulai popular pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran 

negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di 

masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai 

hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu 

bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri 

sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun 

Ilmu Ketatanegaraan. Cita negara hukum itu pertama kalinya dikemukakan 

oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. 

Dalam bukunya Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih 

tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

ialah tinggi pada hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh 

muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik 

ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.15 

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu 

negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah 

diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauhmana 

prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan 

peradilan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakan hukum di 

bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan 

                                                           
15 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 

2005, hlm. 1. 



 

jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan 

kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan 

keadilan.16 

Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya 

masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam penjelasaan pasal 

24 dan 25 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa : 

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan 

jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. 17 

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diakui keabsahannya 

setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 

1945), merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman yang menarik 

untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia meurut UUD 1945. 

Menariknya karena Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakan 

konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang 

demokratis. Fungsi ini tidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (recht idee) 

yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu cita-cita membangun dan 

mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis 

berdasarkan atas hukum serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 
                                                           

16 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman Di 
Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 11. 

17 Ibid 



 

Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama oleh para the founding 

father sebagai the goals of state.18  

Cita hukum dan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 

dikemukakan memiliki hubungan causal yang tidak dapat dilepaskan dari 

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana 

tampak pada pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, dalam konsideran menimbang huruf a dan b yaitu : 

a. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan 

bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. 

b. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan 

prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.19  

Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi ditegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga negara berfungsi menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 

bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

Fungsi dan tujuan tersebut mengingatkan adanya komitmen atau hasrat dan 

tekad bangsa dan negara Indonesia di era reformasi ini, untuk membangun 

                                                           
18 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, 

Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. 
19 Ibid. hlm. 2. 



 

dan bertujuan terwujudnya suatu negara hukum yang demokratis dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia.20 

Kewenangan Judicial Review UU terhadap UUD 1945 ada di tangan 

Mahkamah Konstitusi. Judicial Review adalah suatu upaya hukum yang 

ditempuh oleh Warga Negara Indonesia yang diajukan ke Mahkamah 

Konstitusi dengan tujuan untuk melakukan pengujian Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap berpotensi untuk 

merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem 

kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak 

tersentuh (untouchable) oleh hukum, seperti masalah Judicial Review 

terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. 

Disamping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi 

dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas 

hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam 

menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi entry 

point yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang 

modern di Indonesia.21 

Pada masa Orde Baru, konsep Judicial Review dicoba dirintis dan 

diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam 
                                                           

20 Ibid 
21 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah 

Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. 



 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan 

dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan atau Antar 

Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. Namun kesemuanya masih jauh dari memadai 

karena hanya mengatur uji materi terhadap peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang22. 

Jadi sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, belum dikenal istilah 

Judicial Review. Oleh karena itu, pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum bisa dilakukan. Adapun lembaga 

negara yang berwenang melakukan Judicial Review pada saat itu adalah 

Mahkamah Agung. Itupun kewenangannya dibatasi oleh Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat (1) dan hanya berwenang untuk 

melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang. 

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat 

(1) Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu :  

(1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah 

dalam tingkat pertama dan terakhir dan Putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
22 Ibid. hlm. 2. 



 

bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak 

terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasrkan 

Pasal 24 C ayat (2) jo Pasal 7 B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban 

untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final 

karena tunduk pada (subject to) putusan MPR, lembaga politik yang 

berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7 A). Jadi berbeda dengan di 

Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik dari pada proses hukum.23 

Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, bangsa Indonesia 

telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan 

konflik politik melalui jalur hukum. Kita harus mulai mendisplinkan diri 

menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda 

demokrasi melalui jalan hukum dan konstitusi.24 

Setiap undang-undang yang telah disahkan pada pokoknya telah 

mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena DPR dan 

Presiden yang telah membahas dan menyetujuinya bersama memang 

mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya 

membentuk dan mengesahkan undang-undang. Akan tetapi, undang-undang 

                                                           
23 Ni’matul Huda, Negara Hukum ... op.cit., hlm. 122 
24 Ibid. hlm. 124 



 

hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden, yang belum 

tentu sama dengan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat. Kehendak 

seluruh rakyat tercermin dalam Undang-Undang Dasar sebagai produk MPR 

sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, bukan tercermin dalam UU yang 

hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden.25 

Hasil dalam kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan 

berdasarkan prinsip “rule by majority” tidak boleh bertentangan dengan nilai-

nilai dan norma keadilan yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam 

konstitusi. Karena itu, meskipun mayoritas rakyat menghendaki suatu norma 

hukum yang mengikat untuk umum diatur dalam suatu undang-undang, jika 

lembaga pengawal Undang-Undang Dasar yang bernama Mahkamah 

Konstitusi menilainya dalam proses peradilan sebagai hal yang bertentangan 

dengan konstitusi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan 

tidak boleh mengikat untuk umum. Suara mayoritas berdasarkan prinsip 

demokrasi betapapun juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip 

nomokrasi, meskipun hanya didukung oleh minoritas suara. Karena pada 

akhirnya, suara minoritas keadilan itulah yang sungguh-sungguh 

mencerminkan seluruh rakyat yang berdaulat.26 

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur lebih 

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Undang-

                                                           
25 Ibid. hlm. 125. 
26 Ibid 



 

Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang 

diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.27 

Didalam Pasal 51 ditegaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap 

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 

undang-undang, yaitu : 

a. Perorangan warga negara Indonesia 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; atau 

d. Lembaga negara.28 

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang 

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Disamping itu, dalam 

permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa : 

a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau 

b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang 

dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 29 

 

 
                                                           

27 Ibid 
28 Ibid. hlm. 126. 
29 Ibid 



 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 

Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Sumber Data 

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari : 

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

khususnya pada pasal 51 ayat (1). 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

khususnya pada pasal Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 

28D ayat (1). 

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi 

b. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari : 

1) Buku-buku yang terkait relevan dengan tema skripsi 

2) Pendapat para ahli 

3) Jurnal 



 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Studi Pustaka, studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau 

memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur 

dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

4. Metode Pendekatan 

Pendekatan yuridis normatif dan yuridis politis, yaitu data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dari sudut pandang atau ketentuan hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dianalisis dari sudut 

pandang politis. Setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut 

akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dengan ringkas dan jelas 

sehingga mudah dimengerti dan dipahami. 

5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan 

penelitian. 

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan. 

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk 

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. 

 

 



 

F. Sistematika Penulisan 

Skribsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi 

Nomor 15/PUU-IX/2011 Tentang Judicial Review  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ini terdiri dari IV bab dan beberapa sub bab, yaitu 

antara lain : 

1. BAB I mencakup tentang Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari 6 sub 

bab, yaitu antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II hanya mencakup tentang Tinjauan Umum tentang kewenangan 

Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

3. BAB III terdiri dari 3 sub bab, yaitu antara lain :  

- Latar belakang permohonan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

- Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengabulkan permohonan 

terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 



 

- Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik 

4. BAB IV, pada bab ini mencakup tentang Penutup yang didalamnya 

terdiri atas 2 sub bab yaitu antara lain : Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW 

UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR     

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

A. Negara Hukum 

Secara empiris tidak ada pemerintah negara manapun yang tidak 

mengklaim bahwa penyelenggaraan pemerintahan negaranya senantiasa 

berdasarkan hukum (tertulis, tidak tertulis). Semua bentuk penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan dalam arti luas, termasuk didalamnya kegiatan 

eksekutif, legislatif, yudikatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di negara tersebut (hukum positif). Dari fakta yang dimaksud, 

kemudian melahirkan pernyataan mendasar, apakah semua negara di dunia 

ini, tentunya memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara.30 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (rechtstaat) 

dilawankan dengan istilah “negara kekuasaan” (machstaat). Istilah “negara 

hukum” dirumuskan sebagai berikut: 

- Negara hukum (rechtstaat): negara bertujuan untuk menyelenggarakan 

ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum 

yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum 

supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum. 

                                                           
30 Murtir Jeddawi, Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah, Total Media, 

Yogyakarta, 2011, hlm 1. 



 

- Negara kekuasaan (machstaat): negara yang bertujuan untuk memelihara 

dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain 

mengajarkan, bahwa negara itu tidak lain adalah “Eine Organisation der 

Herrschaft einer Minoritar uber eine Majotaritat (Organisasi dari 

kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, 

hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan 

kuat.31 

Defenisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah 

pandangan yang menyatakan, bahwa negara hukum berinteraksi langsung 

dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak 

perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang 

menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. 

Dalam hal ini, lembaga peradilan yang menjadi sebuah tataran yang 

independen.32 

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-

baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat 

pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara 

yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (state the 

not governed by men, but by laws). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, 

hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, 

sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan 
                                                           

31 Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, 
Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5. 

32 Murtir Jeddawi, Negara Hukum,... op.cit., hlm. 1. 



 

tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang 

negara.33 

Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. 

Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional 

terhadap atas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan 

dimaksudkan untuk menhindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan 

yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), 

berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dalam konteks ini, 

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law (persamaan di muka 

hukum) sebagai berikut: 

1) Supremasi absolut atau predominasi dari reguler law untuk menentang 

pengaruh dari arbitary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, 

preogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah. 

2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua 

golongan kepada ordinary of the land yang dilaksanakan oleh ordinary 

court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak 

ada peradilan administrasi negara; 

3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum 

konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak 

individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.34 
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Utrech dan Rachmat Soemitro, serta pada umumnya dalam kepustakaan, 

memberikan dua macam asas yang merupakan ciri negara hukum, yaitu asas 

legalitas dan asas perlindungan terhadap kebebasan setiap orang dan terhadap 

hak-hak asasi manusia lainnya.35 

Dari sejarah kelahirannya, perkembangan, maupun pelaksanaannya di 

berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat 

dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas 

konstitusional. Hukum yang hendak ditegakan dalam negara hukum agar hak-

hak asasi warganya benar-benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan 

adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat dan 

dibuat untuk rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional 

tertentu. Dengan demikian elemen-elemen penting dari sebuah negara hukum, 

yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak, adalah: 

a. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 

b. Asal legalitas 

c. Asas pembagian kekuasaan negara 

d. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak 

e. Asas kedaulatan rakyat  

f. Asas demokrasi, dan 

g. Asas konstitusional36 

Dari unsur, asas dan atau ciri sebagai negara hukum, pada umumnya 

negara menegaskan dalam konstitusinya, dimana untuk Indonesia ditegaskan 
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pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang 

menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.37 

Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, UUD 1945 

sebagai hukum dasar, menempatkan hukum pada posisi yang menentukan 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang konstitusi, tidak 

berlebihan apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat dianggap sebagai 

salah satu tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara ini. Dalam kaitan itu, 

konsep kenegaraan Indonesia, antara lain menentukan bahwa pemerintahan 

dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang 

bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat suatu hierarki, 

sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstruksi yang 

demikian ini dinamakan dengan “stufenbau theory” Hans Kalsen.38   

Berpedoman pada makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 

Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia 

adalah negara hukum yang di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus 

selalu ada landasan hukumnya dan berada dalam kerangka batas-batas yang 

ditetapkan oleh hukum. Selain itu negara merupakan organisasi, dari segenap 

lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-

sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Philipus M. Hadjon menyimpulkan 

bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah: 
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1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan; 

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan 

negara; 

3. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir; 

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.39 

Dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia dengan telah 

diamandemennya UUD Tahun 1945, terjadi perubahan yang signifikan 

terhadap konsep negara hukum Indonesia, perubahan mana terlihat mengenai 

penyebutan Indonesia negara hukum, yang semula sebelum diamandemen 

hanya ditemukan dalam penjelasan UUD Tahun 1945, kemudian setelah 

diamandemen penegasan Indonesia sebagai negara hukum dimuat secara 

tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, hal ini membuktikan bahwa 

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Keadilan tidak mungkin dapat dikonstruksikan tanpa menariknya terlebih 

dahulu ke dalam asas-asas hukum, dalam hal ini pengaturan tehadap hak dan 

kebebasan warga masyarakat, termasuk ruang lingkup dan pembatasannya 

merupakan bidang kajian hukum tata negara. Konsep keadilan yang diemban 

oleh hukum tata negara, mengacu pada peningkatan akses sebanyak mungkin 

anggota masyarakat, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan yang secara umum disebut demokrasi. Intinya ialah kebebasan 
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berpendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi, kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan lain-lain. Dengan demikian asas-asas hukum yang 

berintikan keadilan, dalam pengaturan hak dan kebebasan bagi warga 

masyarakat lebih ditekankan pada perilaku kehidupan berbangsa dan 

bernegara.40 

Dari konstruksi demikian ini, muncul konsep negara hukum Indonesia, 

sebagai negara hukum modern dengan memberi kebebasan kepada warga 

masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. 

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa ciri negara Indonesia sebagai negara 

hukum modern terdiri dari: 

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

2. Pancasila menjiwai setiap peratuan hukum dan pelaksanaannya; 

3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia; 

4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun; 

5. Partisipasi warga masyarakat secara luas.41  

Meski ada banyak pandangan tentang corak khas negara hukum 

Indonesia, namun inti terdalam dari negara hukum Indonesia itu, dapat 

diidentifikasi dengan tunduknya penguasa dan rakyat, terhadap hukum 

Indonesia yang dibuat secara demokratis dan berasaskan pancasila. Dalam 

keadaan demikian, menurut Padmo Wahjono hukum harus merupakan titik 

sentral dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.42 

                                                           
40 Ibid. hlm. 80. 
41 Ibid 
42 Ibid 



 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan dan yang 

ingin dicapai bersama oleh seluruh warga negara dan masyarakat. Cita hukum 

itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi, 

maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Bahkan sebagaimana 

cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, 

tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Indonesia sebagai negara hukum, berfungsi sebagai sarana untuk 

mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana diuraikan 

dalam Pembukaan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai hukum 

dasar.43 

 

B. Judicial Review 

Jauh sebelum reformasi 1998, terjadi banyak kalangan mengusulkan 

dibentuknya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap 

Undang-Undang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak peraturan 

setingkat Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi (UUD 1945 dan Ketetapan MPR), tetapi sejauh ini tidak ada 
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lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-

Undang tersebut. Sementara itu, Mahkamah Agung hanya diberi wewenang 

menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.44 Adanya 

kekosongan pengaturan pengujian (Judicial Review) terhadap Undang-

Undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan, karena 

produk perundang-undangan tidak ada yang menggangu gugat. 

Sebagaimana diketahui, kedudukan konstitusi dalam sebuah negara 

adalah acuan dasar dalam penyelenggaran negara. Aturan yang lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya. Disamping itu, juga 

dimaksudkan jangan sampai timbul kesewenang-wenangan oleh penguasa 

ataupun tindakan anarki oleh rakyat. Hal inilah yang menjadi salah satu pilar 

dari negara hukum yang kita anut.45  

Kemudian untuk menjamin bahwa penyusunan perundang-undangan 

akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk 

mengawasinya melalui hak menguji (toesingsrcht). Kehadiran hak menguji 

ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental yang terkandung 

dalam konstitusi suatu negara, yang posisinya diletakan dalam kedudukan 

yang tertinggi (supreme). Artinya, eksistensi dari hak menguji tersebut adalah 

sebagai penjamin (guarantees of constitusions) agar materi dari konstitusi 

dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa ada penyimpangan sama 
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sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi 

tersebut.46  

Mengapa undang-undang dapat dan perlu diuji konstitusionalnya, hal ini 

disebabkan, karena undang-undang oleh banyak kalangan ahli hukum 

diantaranya Mahfud memandang undang-undang yang sama dengan produk 

politik, karena dibuat oleh lembaga politik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) bersama Presiden. Kedua lembaga ini merupakan pilihan mayoritas 

rakyat berdasarkan prinsip (rule by majority) yang belum tentu menjamin 

kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD. Kehendak rakyat seluruhnya 

tercermin dalam UUD, sedangkan Undang-Undang hanya tercermin 

kehendak elite pemimpin yang ada yaitu Presiden dan DPR serta DPD.47 

Sifat pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, bersifat formil dan materi, 

original intent Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, yang semula hanya materil saja, 

akhirnya mencakup pula pengujian formilnya. Selain itu, juga bersifat pasif 

dan tidak boleh aktif seperti dalam legislative review oleh MPR berdasarkan 

Tap MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk legislative 

review oleh DPR sebagaimana seharusnya dipersiapkan oleh Badan Legislatif 

DPR, tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagai salah satu 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003. Perlu ditekankan disini bahwa Mahkamah Konstitusi selaku 

constitutional review dan bukan review seperti di Perancis yang mengenal, a 

                                                           
46 Ibid 
47 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah ... op.cit., hlm. 126 



 

priore norm control, yaitu setelah RUU disahkan palemen tapi belum 

diundangkan secara resmi, terlebih dahulu diuji (preview) oleh Counseil 

Contitutionnel.48  

Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang 

menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu 

oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pihak yang 

berhak mengajukan permohonan adalah: 

(a) Perorangan warga negara Indonesia; 

(b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

(c) Badan hukum publik atau privat; atau 

(d) Lembaga negara.  

Wewenang pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana diamanatkan oeh Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945, hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji 

secara materil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan 

Keputusan Presiden walaupun kenyataannya bertentangan dengan UUD 

1945. Keterbatasan ini mengakibatkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai 

penjaga dan pengawal konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara tidak 
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dapat dijalankan secara maksimal. Namun, seperti yang dikemukakan di atas 

Mahkamah Konstitusi sendiri telah melakukan perluasan kewenangan melalui 

terobosan terhadap pembatasan undang-undang yang dapat diuji hanya 

undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar, 

sehingga dalam praktik Mahkamah Konstitusi dapat saja memeriksa dan 

menguji undang-undang yang berlaku sebelum Perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945.49 

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, bahwa undang-undang yang boleh diuji hanya 

undang-undang setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. 

Oleh kalangan ahli hukum termasuk Hakim Konstitusi menilai Pasal 50 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan karena itu 

Mahkamah Konstitusi dalam praktik mengesampingkan setiap pemeriksaan 

pengujian undang-undang, sehingga dalam praktiknya semua undang-undang 

dapat diuji asal diajukan permohonan oleh Pemohon atau pihak yang merasa 

dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.50 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi, 

membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi hanya 

undang-undang setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, 

yaitu tepat pada tanggal 19 Oktober 1999. Dilihat dari proses terjadinya Pasal 

50 Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang melakukan 

pembatasan undang-undang yang boleh diuji, lebih didasarkan pada alasan 
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pertimbangan teknis dibanding dengan perimbangan yuridis. Alasan teknis ini 

dapat dilihat dalam risalah pembahan Undang-Undang tersebut, yang 

menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sama sekali belum 

pengalaman dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar kepadanya. Dikhawatirkan lembaga ini tidak dapat 

menjalankan tugasnya bila semua Undang-Undang dibolehkan untuk di uji 

kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada pembatasan waktu, pasti 

Mahkamah Konstitusi akan dibanjiri perkara permohonan Judicial Review 

Undang-Undang oleh masyarakat. Padahal selain tugas tersebut, Mahkamah 

Konstitusi juga dibebani tugas-tugas lainya. Undang-Undang yang 

diundangkan selama Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terbuka 

untuk diuji, namun yang melaksanakannya adalah kekuasaan legislatif itu 

sendiri melalui legislative review”.51 

Dalam pertimbangan tersebut, meskipun sifatnya teknis tetapi tampak 

jelas bahwa pembentuk undang-undang akan melakukan legislative review 

terhadap Undang-Undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama 

Undang-Undang Dasar, yaitu undang-undang yang dipandang tidak sesuai 

dan tidak sejalan dengan jiwa serta semangat Perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945. Secara politis, terkandung makna bahwa pemikiran pembentuk 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan legislative review 

terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama 

Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan pemikiran sebagai representatif 
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pilihan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung dan demokratis, 

karena itu seharusnya tidak diganggu atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi, 

sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab kepada sejumlah besar 

pemilih.52 

Proses judicial review dalam perumusan hukum acaranya terikat oleh 

asas-asas publik. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara 

yaitu “contentious procesrecht” atau hukum acara sengketa dan “non-

contentieus procesrecht” atau hukum acara non-sengketa. Untuk judicial 

review, selain digunakan hukum sengketa (berbentuk gugatan) juga 

digunakan hukum acara non sengketa yang bersifat volunteer (atau tidak ada 

dua pihak bersengketa/berbentuk permohonan). Bila menelaah asas-asas 

hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas hukum acara peradilan 

administrasi, maka proses beracara judicial review seharusnya juga terikat 

pada asas tersebut. Asas tersebut adalah : 

a) Asas Praduga (Rechtmatig) 

Putusan pada perkara judicial review seharusnya merupakan putusan 

akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan 

dan tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung 

makna bahwa sebelum putusan dibacakan, obyek yang menjadi perkara 

misalnya peraturan yang akan diajukan judicial review harus selalu 

dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau 

Hakim Konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat 
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putusan Hakim adalah “ex nunc” yaitu dianggap ada sampai saat 

pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksahan suatu peraturan karena 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidaklah berlaku surut 

namun sejak pernyataan bertentangan oleh lembaga berwenang 

(Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) ke depan. Namun perlu 

juga dipikirkan tentang dampak yang sudah terjadi, terutama untuk 

kasus-kasus pidana, misalnya dimungkinkan untuk mengajukan kembali 

perkara yang bersangkutan tersebut untuk ditinjau kembali. 

b) Putusan memiliki kekuatan mengikat (erga omnes) 

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak 

pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara judicial review 

haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati 

oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka 

berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara.53 

Baik dalam Amandemen ke III UUD 1945 tentang wewenang Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung atas hak uji materiil, yang kemudian 

dituangkan lebih lanjut sebelum keberadaan Mahkamah Konstitusi melalui 

PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tidak 

disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan 

judicial review. Dalam PERMA hanya disebutkan bahwa Mahkamah Agung 

berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
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terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan 

dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih 

tinggi.54 

Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek judicial review saja 

dan siapa yang berwenang memutus. Namun pada umumnya beberapa alasan 

yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan judicial review adalah sebagai 

berikut : 

1) Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi. 

2) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan. 

4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-

undangan. 

5) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatu dasar 

hukum yang perlu diklarifikasi.55 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil disebutkan 

bahwa Penggugat atau Pemohon adalah badan hukum, kelompok masyarakat. 

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum atau kelompok masyarakat 

yang dimaksud dalam PERMA ini seperti apa. Yang seharusnya dapat 

menjadi pihak (memiliki legal standing) dalam mengajukan permintaan 

pengujian Undang-Undang adalah mereka yang memiliki kepentingan 
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langsung dan mereka yang memiliki kepentingan yang tidak langsung. 

Rasionya karena sebenarnya Undang-Undang mengikat semua orang. Jadi 

sebenarnya semua orang “harus” dianggap berkepentingan atau punya potensi 

berkepentingan atau suatu Undang-Undang. 

Namun bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi 

penyalahgunaan hak yang akhirnya dapat merugikan hak orang lain. Namun 

karena pengajuan perkara dapat dilakukan oleh individu maka sangat 

mungkin dampaknya adalah pada menumpuknya jumlah perkara yang 

masuk.56 

Untuk itu di masa mendatang idealnya dalam pengajuan perkara hak uji 

materil maka perlu diperhatikan bahwa yang berhak mengajukan 

permohonan/gugatan adalah kelompok masyarakat yang : 

1) Berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum tertentu. 

2) Dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa pencapaian tujuan 

mereka terhalang oleh perundang-undangan. 

3) Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran 

Dasarnya. 

4) Dalam hal pribadi juga dapat memiliki legal standing, maka ia harus 

membuktikan bahwa dirinya memiliki concern yang tinggi terhadap 

suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-undangan yang 

bersangkutan.57 
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C. Partai Politik 

Menurut sejarah, sebenarnya fenomena partai politik adalah 

perkembangan terkini dari pergaulatan politik. Munculnya partai politik dapat 

ditemukan di awal abad ke-19. Partai politik yang dimaksudkan disini tentu 

saja dimiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan 

pemikiran politik yang telah lama dimulai sejak peradaban Yunani Kuno.58 

Bentuk partai politik yang kita kenal pada saat ini muncul dari semangat 

modernitas dalam dunia politik. Kemunculan ini berkaitan dengan kenyataan 

bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan sesuatu sistem organisasi-

birokratis yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik. 

Kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat 

dibiarkan tercerai-berai tanpa organisasi. Semakin terangkai semangat 

kolektifnya, semakin meningkat pula posisi tawar-menawar terhadap lawan 

politik. Pengorganisasian kepentingan politik inilah yang melahirkan 

organisasi partai politik.59 

Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi 

beragam ide, gagasan, kepentingan dan tujuan politik yang sama. Kehadiran 

partai politik juga sangat terkait dengan sistem parlemen. Komplektifitas 

masyarakat modern tidak dapat diselesaikan melalui sistem politik langsung. 

Begitu beragamnya masyarakat dan jumlah warga yang mencapai ratusan juta 

membuat konsep demokrasi langsung yang terjadi  pada Polis pada zaman 

Yunani Kuno semakin sulit dilakukan. Sehingga, lahirlah konsep demokrasi 
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tidak langsung melalui mekanisme perwakilan. Partai politik didesain untuk 

mengisi parlemen yang dapat mengontrol eksekutif. Ternyata, dalam 

perkembangannya kemudian, seiring dengan semangat penghapusan institusi 

monarki, eksekutif juga dikompetisikan. Sehingga partai politik dibentuk 

tidak hanya memberikan wadah bagi kepentingan-ideologis yang terdapat 

dalam segmen masyarakat, melainkan juga ditujukan untuk menempatkan 

wakil-wakilnya dalam struktur legislatif dan eksekutif. Inilah dasar dalam 

sistem demokrasi, dimana masing-masing ideologi dalam masyarakat 

memiliki akses dan kesempatan  yang sama untuk menempatkan wakil-

wakilnya dijajaran legislatif dan eksekutif.60  

Sebagai negara domokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa 

mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu 

karena negara demokrasi memang di bangun diatas sistem kepartaian. Partai 

politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang 

terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan 

berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga 

negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak 

tersebut merupakan prasyarat demokrasi.61 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), partai politik makin diakui sebagai bagian dari tata kehidupan 

bernegara. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 
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yang menyatakan sebagai berikut: “Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 

adalah Partai Politik”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut ditentukan bahwa peserta pemilihan 

umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah  partai politik. Selain 

itu, Pasal 6 A UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan 

calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan 

dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut: “Pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 

umum”. 

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan 

berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalanya demokrasi. Kebebasan 

berserikat lahir  dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup 

bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. 

Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (organizational 

imperatives). Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah 

kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-

kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan 

bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.62  
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Keberadaan partai politik dapat dilihat dari prespektif hak asasi manusia 

serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Manusia adalah makhluk 

individu yang sekaligus makhluk sosial. Franz Magnis Suseno menyatakan 

bahwa dari sisi etika politik manusia adalah individu, yang secara hakiki 

bersifat sosial. Individualitasnya dihayati dalam tindakan manusia yang sadar 

dan sengaja. Individualitas tersebut memberi manusia kebebasan bertindak, 

baik menyesuaikan diri maupun melawan masyarakat.63 

Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar untuk berorganisasi. 

Dalam pandangan Locke dan Rousseau kecenderungan berorganisasi timbul 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari 

individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan 

pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kebebasan 

berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia dengan istilah 

kemerdekaan berserikat (freedom of association). Menurut Richard H. Pildes, 

tanpa adanya kebebasan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang 

karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat 

menurut keyakinan dan hati nuraninya.64 

Partai politik adalah salah satu pengelompokan warga negara 

berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Hal ini telah terjadi 

sejak keberadaan lembaga perwakilan dalam struktur kekuasaan negara. 

Namun partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 

1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi 
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perwakilan. Perkembangan demokrasi meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang 

harus dimiliki untuk mengorganisasikan perluasan peran serta partai politik 

tersebut adalah partai politik.65 

Keterwakilan dalam negara demokrasi terkait erat dengan sistem 

kepartaian dan pemilihan umum. Lembaga perwakilan, partai politik, dan 

pemilihan umum merupakan kesatuan sistem yang sulit dipisahkan. Aktivitas 

partai politik adalah memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi 

rakyat yang diwakili melalui lembaga perwakilan. Sebaliknya, anggota 

lembaga perwakilan pada umumnya adalah orang-orang dari partai politik 

yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu tanpa disertai 

partai politik hanya akan mempertahankan status quo. Pemilu sekedar 

perangkat konservatif yang memberikan keabsahan umum pada struktur dan 

kepemimpinan yang lama.66 Partai politik menjalankan fungsi, antara lain 

sebagai : 

1) Sarana komunikasi politik; 

2) Sarana sosialisasi politik; 

3) Sarana rekrutmen politik; dan 

4) Pengatur konflik. 

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik 

merupakan satu kesatuan. Partai politik menyerap aspirasi masyarakat, 

menampung berbagai masalah dan menyeleksinya, serta mengajukan solusi 
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dalam bentuk program yang ditawarkan kepada pemilih (broker of ideas). 

Tugas partai politik adalah menata aspirasi yang berbeda dan samar-samar 

dijadikan “pendapat umum” yang lebih jelas sehingga dapat dibuat keputusan 

yang teratur. Pembuatan keputusan hanya mungkin jika telah ada kelompok-

kelompok menurut tujuan kenegaraan. Oleh karena itu partai politik juga 

menjalan kan fungsi integrasi. Fungsi komunikasi dan sosialisasi politik yang 

biasanya dijalankan melalui media partai (the party press) yang menurut 

Maclver merupakan media informasi dan publisitas sehari-hari.67 

Pengaturan partai politik oleh negara juga dapat ditinjau dari keberadaan 

dan status partai politik sebagai badan hukum. Partai politik sebagai suatu 

organisasi, sebagaimana organisasi lainnya yang dibentuk berdasarkan 

kebebasan berserika, keberadaannya dalam lalu lintas hukum hanya diakui 

jika berbadan hukum. Menurut Kelsen, beberapa orang dikatakan membentuk 

suatu organisasi yang berbadan hukum atau korporasi (corporation), jika 

tindakan mereka diatur oleh suatu tatanan, yaitu suatu sistem norma. Partai 

politik sebagai suatu badan hukum juga memiliki konstitusi yang berisi 

aturan-aturan penting bagi partai tersebut.68 

Badan hukum korporasi didefenisikan sebagai “sekelompok individu 

yang diperlakukan oleh hukum sebagai suatu kesatuan, yaitu pribadi yang 

memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang 

membentuknya”. Suatu badan hukum dianggap sebagai person karena 

terdapat aturan yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait 
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dengan kepentingan anggota, tetapi tidak sebagai hak dan kewajiban anggota, 

dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban badan hukum itu 

sendiri.69 

Selain itu, beberapa individu dinyatakan membentuk suatu badan hukum, 

hanya ketika mereka mengorganisasikan. Hal itu terjadi jika setiap individu 

memiliki fungsi spesifik dalam hubungannya dengan yang lain. Aturan 

membentuk badan hukum disebut by-law corporation, yaitu suatu tata norma 

yang menjadi tanda pendirian organisasi. Seperangkat norma itu mengatur 

bagaimana organisasi dijalankan dan perilaku anggota.70 Oleh karena itu, 

Kelsen menyatakan bahwa badan hukum adalah tata aturan hukum parsial 

(partial legal order) dalam seluruh tata aturan hukum (total legal order) yang 

membentuk negara. Hubungan antara total legal order dan badan hukum 

sebagai pribadi hukum adalah hubungan antara dua tata aturan hukum, yaitu 

tata aturan hukum parsial dan tata aturan hukum total, antara hukum negara 

dan by-laws coporation.71 

Total legal order yang membentuk negara menentukan hanya elemen 

material dari perbuatan dan meninggalkan elemen personal untuk menjadi 

tugas partial legal order yang membentuk badan hukum. Aturan itulah yang 

menentukan individu sebagai organ yang harus melakukan tindakan dengan 

mana kewajiaban dan hak badan hukum dijalankan.72 Sebagai pribadi hukum, 

dalam arti sempit dan teknis, organ badan diakui sebagai person dan dapat 
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secara hukum mewakili organisasi. Hal itu hanya mungkin jika hukum negara 

memberikannya status badan hukum (legal personality). Dengan demikian, 

keberadaan partai politik sebagai salah satu jenis badan hukum ditentukan 

oleh hukum negara.73 

Secara teoritis, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa dalam setiap badan 

hukum selalu terkandung empat unsur pokok, yaitu:  

1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayan subyek hukum lain; 

2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 

4) Memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan 

perundang-undangan dan peraturan internalnya.74 

Jika keempat unsur pokok itu terpenuhi, maka suatu organisasi dapat 

disebut sebagai badan hukum. Namun dalam praktik, meskipun organisasi itu 

telah memenuhi unsur-unsur 1 (satu) sampai dengan unsur 4 (empat), tetapi 

belum terdaftar sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum 

dapat diakui sah sebagai badan hukum.75 
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D. Pandangan Islam Tentang Keadilan Dalam Memutus Perkara 

Terlebih dahulu, penting untuk didudukkan apa hakikat partai politik 

(hizbun siyasiy) dalam sudut pandang Islam. Secara bahasa, kata hizb dipakai 

dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya, Imam Jalalain dalam 

memaknai kata ’hizb (hizbullah)’ dalam surat al-Maidah ayat 56 dan 

Mujadilah ayat 22 sebagai atba’uhu (pengikutnya) serta orang-orang yang 

mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Imam al-Qurthubiy  

dalam tafsirnya memaknai kata hizb dalam surat al-Maidah ayat 56, Al-

Mukminun ayat, 53 dan Mujadilah ayat 19 sebagai penolong, sahabat, 

kelompok (fariq), millah, kumpulan orang (rohth). Sementara itu, dalam 

kamus Al-Muhit, disebutkan: “ Sesungguhnya partai adalah sekelompok 

orang. Partai adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang punya 

satu pandangan dan satu nilai’’ . Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-

Ghaib berkata, “Partai adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka 

bersama-sama bersatu dalam kewajiban partai untuk mewujudkan 

tujuannya”. 

Adapun terkait makna politik (siyasah) disebutkan dalam kamus Al-

Muhit bahwa As-Siyasah (politik) berasal dari kata: Sasa –Yasusu – Siyasatan 

bi ma’na ra’iyatan (pengurusan). Al-Jauhari  berkata: sustu ar-raiyata 

siyasatan artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu 

dengan sejumlah perintah dan larangan). Wa as-siyasah maksudnya: al-

qiyamu ‘ala syaiin bima yashluhuhu (siyasah/politik adalah melakukan 

sesuatu yang memberi mashlahat padanya) (Lisanul Arab, Ibn Mandzur ). 



 

Dengan demikian, politik/siyasah bermakna mengurusi urusan berdasarkan 

suatu aturan tertentu yang tentu berupa perintah dan larangan. Rasulullah 

SAW menggunakan kata siyasah (politik) dalam sabdanya:  Adalah Bani 

Israil, urusan mereka diatur (tasusuhum) oleh para Nabi. Setiap seorang 

Nabi wafat, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi 

sesudahku, dan akan ada para khalifah yang banyak (HR. Bukhari ). 

Berdasarkan makna hizbun (partai) dan siyasah (politik), maka dapat 

disebutkan bahwa partai politik (hizbun siyasiy) merupakan suatu kelompok 

yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, 

cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurusi urusan rakyat. 

Dengan kata lain, partai politik adalah kelompok yang berdiri di atas sebuah 

landasan ideologi yang diyakini oleh anggota-anggotanya, yang ingin 

mewujudkannya di tengah masyarakat. 

Oleh karena itu mereka 14 Partai Politik (Pemohon) tersebut ingin 

mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi agar dapat mengikuti pemilu 

2014, dikarenakan 14 partai politik tersebut telah berbadan hukum dan telah 

mengikuti pemilu 2008 dan juga telah sah menurut Undang-Undang 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik. Karena terganjal oleh berlakunya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 yang khususnya pasal 51 ayat 1 yaitu : “Partai politik yang telah 

disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan 



 

mengikuti verifikasi”

14 Partai Politik tersebut mengajukan permohonan pengujian undang

terhadap undang-

kepastian hukum.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 

hal, baik menyangkut benda 

keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf 

Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke

20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari 

institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, 

menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak 

hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan 

harus dilawan dan dihukum, dan bany

dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan 

variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang 

dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah 

keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala 

sesuatunya pada tempatnya.

Surat An-Nisa 58

 

 

 

mengikuti verifikasi”. Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya maka 

ai Politik tersebut mengajukan permohonan pengujian undang

-undang dasar (Judicial Review) untuk mencari keadilan dan 

kepastian hukum. 

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 

hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, 

keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf 

Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke

20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari 

nstitusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, 

menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak 

hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan 

harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh 

dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan 

variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang 

dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah 

dilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala 

sesuatunya pada tempatnya. 
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Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya maka 

ai Politik tersebut mengajukan permohonan pengujian undang-undang 

undang dasar (Judicial Review) untuk mencari keadilan dan 

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 

atau orang. Menurut sebagian besar teori, 

keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf 

Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-

20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari 

nstitusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, 

menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak 

hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan 

ak gerakan sosial dan politis di seluruh 

dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan 

variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang 

dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah 

dilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala 



 

Artinya :  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, 

lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas 

dari diskriminasi, ketidakjujuran juga proposional. Dengan demikian orang 

yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum 

agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) 

yang berlaku. Dalam Al Quran, kata ‘adl disebut juga dengan qisth (QS Al 

Hujurat 49:9). 

Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap 

yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena 

pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Keberpihakan karena 

faktor-faktor terakhir bukan berdasarkan pada kebenaran dalam Al Quran 

disebut sebagai keberpihakan yang mengikuti hawa nafsu dan itu dilarang 

keras (QS An Nisa’ 4:135). Dengan sangat jelas Allah menegaskan bahwa 

kebencian terhadap suatu golongan, atau individu, janganlah menjadi 

pendorong untuk bertindak tidak adil (QS Al Maidah 5:8). Mengapa Islam 

menganggap sikap adil itu penting? Salah satu tujuan utama Islam adalah 



 

membentuk masyarakat yang menyelamatkan; yang membawah rahmat pada 

seluruh alam rahmatan lil alamin (QS Al Anbiya’ 21:107). Ayat ini memiliki 

sejumlah konsekuensi bagi seorang muslim: 

Pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur pada diri sendiri, 

kerabat dekat , kaya dan miskin. Hal ini terutama terkait dengan masalah 

hukum (QS An Nisa’ 4:135). Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum 

hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat di 

mana berperilaku adil terasa berat dan sulit. 

Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang 

suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial. Oleh karena itu, seorang 

muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun dia berada; 

baik sebagai hakim, jaksa, polisi maupun saksi. 

Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna 

bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis 

kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif 

yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan 

dengan lapang dada membuka diri untuk belajar (QS Yusuf 16:109) serta 

dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka. Pada 

saat yang sama, seorang muslim dengan tanpa ragu mengkritisi tradisi atau 

perilaku negatif yang dilakukan umat Islam. 

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa seorang individu muslim 

yang berperilaku adil akan memiliki citra dan reputasi yang baik serta 



 

integritas yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan-nya. Karena, sifat dan 

perilaku adil merupakan salah satu perintah Allah (Qs Asy Syuro 42:15) dan 

secara explisit mendapat pujian (QS Al A’raf 7:159). Perilaku adil, 

sebagaimana disinggung di muka, merupakan salah satu tiket untuk mendapat 

kepercayaan orang; untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan 

reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan 

menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain (QS Ali 

Imran 3:104). Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan sampaikan 

hanya akan masuk ke telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Karena, 

perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan (QS 

As Saff 61:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI                                

NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDAN G 

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS             

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG                 

PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR          

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 

E. Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011 Pengujian Terhadap Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah 14 (empat belas) partai 

politik yang telah mengikuti pemilu (pemilihan umum) pada tahun 2009 

yaitu: 

1. Partai Persatuan Daerah (PPD); 

2. Partai Bulan Bintang (PBB); 

3. Partai Damai Sejahtera (PDS); 

4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 

5. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 

6. Partai Patriot; 



 

7. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); 

8. Partai Pelopor; 

9. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; 

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru; 

11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 

12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 

13. Partai Merdeka; 

14. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)  

Para Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum 

dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidak-tidaknya pada 

tahun 2009 dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) 

adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adanya frase 

“dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini 

dengan mengikuti verifikasi”, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat 

menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah 

agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai 

implementasi dari kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai 



 

politik (para Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga 

menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional.76 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

1. Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reublik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

3. Badan hukum publik atau privat; atau 

4. Lembaga Negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 

“Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.77 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus 

dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing dalam 

perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk 

bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah bahwa hak 

dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan 

berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana disampaikan di atas, para 

Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang 
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berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula 

mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan 

pada tahun 2009, sehingga merupakan “badan hukum publik” sebagaimana 

dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh 

karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian 

Undang-Undang.78 

Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik menyatakan: 

“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui 

keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-

Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat “dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika 

suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila 

gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak 

memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang 

tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 

2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah 
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Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki 

kepastian hukum.79 

Secara faktual atau de facto, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) 

partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan 

kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus 

partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI. 

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya 

menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah 

menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. 

Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau 

yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas 

keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.80 

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang 

ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) memberikan 

ketidakpastian hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Sementara Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai 

politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian 

menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Ketentuan Pasal 
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51 ayat (1) UU Parpol di atas membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai 

partai yang sah dan berbadan hukum, masih saja diwajibkan untuk 

menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan 

dilakukan verifikasi ulang setelah selesai verifikasi ulang dalam batas waktu 

yang telah ditentukan, barulah para Pemohon sebagai partai yang sudah 

berbadan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan diberikan 

legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum, ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 pada halaman 130 

yang secara jelas dan tegas telah menyatakan sebagai berikut, “…..dengan 

kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya 

yaitu UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2003, yang 

mengancam eksistensi Parpol dalam kesempatannya untuk mengikuti 

pemilu berikutnya , kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) 

UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi: “….. Partai Politik Peserta pada 

Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu 

berikutnya …..”, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi , “….. yang 

dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu tahun 2009 

dan selanjutnva …..”, lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan 

hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-

VI12009 pada halaman 129 menegaskan sebagai berikut…..” Menurut  

Mahkamah, Kebiiakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 

2008…….., dan setiap Parpol peserta Pemilu diperlakukan sama dan 



 

mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis 

dalam Pemilu……..”. Berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud 

dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya 

secara yuridis, otomatis Parpol peserta Pemilu Tahun 2009 tidak diwajibkan 

mengikuti verifikasi. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, 

menimbulkan kerugian atas hak konstitusional para Pemohon sebagai 

calon peserta Pemilu Tahun 2014, yakni hak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon selaku 

Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dijamin oleh Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945.81  

Kerugian Konstitusional sesungguhnya tidak hanya menimpa para 

Pemohon tetapi juga menimpa seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2009, 

oleh karenanya sulit dipahami dengan akal sehat (common sense) dan, sulit 

dicerna baik melalui asas normatif maupun melalui asas-asas lainnya sebuah 

lembaga pembuat Undang-Undang sebagai perpanjangan tangan Partai Politik 

tidak berpihak pada kepentingan masa depan Partai Politik yang diwakilinya. 

Filosofi perubahan Undang-Undang bertujuan memperbaiki/meningkatkan 

kualitas produk Undang-Undang yang memberikan jaminan kepastian 

hukum, temyata  tidak terwujud bahkan Pembentukan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menimbulkan kontroversi. 

Inkonstitusionalitas frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian 
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menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 

51 ayat (1) UU Parpol a quo, bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya 

sebuah aturan/hukum (rule of law). Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan 

keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum (legal 

certainty), serta memberi perlindungan atas hak konstitusional (rechtum). 

Dengan demikian jikalau terdapat suatu ketentuan yang dapat menimbulkan 

ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, serta tidak adanya 

perlindungan atas hak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan 

substansi (rohnya), karena tidak sesuai dengan tujuan hukum. Akibat adanya 

frasa a quo, tugas pokok dan fungsi Partai Politik tidak dapat dilaksanakan 

karena tidak ada jaminan kepastian hukum. Tugas pokok dan fungsi Partai 

Politik sebagai sarana dan prasarana pelaksana demokrasi tidak berfungsi 

maksimal, akibatnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa 

dan negara ini terabaikan dan terjadi depolitisasi Partai Politik. 

Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang nyata-nyata telah diciptakan 

oleh frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang- 

Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Parpol 

a quo tersebut berakibat pada inkonstitusionalitas frasa a quo. Dari 

keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepanjang 

menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut 

Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan 



 

oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat dengan segala akibat hukumnya.82 

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang 

ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) menghalangi hak 

kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di sisi yang 

lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan, “partai politik yang 

telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi”, menyebabkan hak berserikat dan berkumpul para 

Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas 

menjadi dirugikan. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol a 

quo, telah merampas hak konstitusional kebebasan para Pemohon untuk 

melakukan aktivitas antisipasi untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilu 

2014. Proses verifikasi sebagai perintah Undang-Undang a quo sangat 

berpotensi menghilangkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari 

para Pemohon. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) yang menentukan adanya 

batasan waktu 2½ (dua setengah) tahun dalam melakukan verifikasi (ayat 1a) 

tidak dibangun melalui proses penelitian dan tidak memiliki landasan dan 

logika hukum yang mendukung argumentasi tersebut. Bila pembatasan atas 
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pelaksanaan verifikasi dan atau perintah atas verifikasi itu sendiri ditiadakan 

sesungguhnya tidak akan mengganggu/mengurangi sama sekali jaminan 

pengakuan serta penghormatan alas hak dan kebebasan orang lain di satu sisi 

namun akan memulihkan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan para Pemohon di sisi lain. Dengan adanya ketentuan perintah 

Undang-Undang Parpol a quo untuk melakukan verifikasi dengan 

pembatasan waktu yang relatif singkat dan tidak terukur, rnengakibatkan 

ketentuan tersebut merampas/menghilangkan jaminan atas hak dan kebebasan 

konstitusi para Pemohon. Jikalau pun dihubungkan dengan justifikasi 

pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ketentuan dengan 

kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan 

mengikuti verifikasi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol a quo 

tetap tidak relevan.83  

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang 

ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghalangi hak para Pemohon untuk 

memajukan dirinya untuk membangun masyarakat. Pasal 28C ayat (2) UUD 

1945 menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa, dan negaranya”. Sedangkan di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Parpol a quo menyatakan, "partai politik yang telah 

disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

                                                           
83 Ibid. hlm. 12. 



 

2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban 

melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti 

verifikasi”. Sebagai subjek hukum para Pemohon (partai-partai) berhak untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarkat, bangsa dan negara dengan cara menjalankan roda 

partai politik sebagai wadahnya. Namun hak tersebut menjadi terhalangi 

karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa yang bersifat 

memaksa untuk melakukan verifikasi. Para Pemohon kehilangan hak 

konstitusionalnya untuk mewujudkan tugas pokok dan sebagai Partai Politik 

yang bebas dan mandiri untuk mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 

2014.84 

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang- Undang 

ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol bertentangan dengan Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22A UUD 1945, secara tekstual 

berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan 

Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang“. Undang-Undang yang 

mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945, telah diatur lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan 

Undang-Undang norma-norma yang penting telah diuraikan dalam beberapa 

pasal antara lain: Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 
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ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 (a,c,d,e); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik nyata-nyata telah tidak sesuai dengan norma-norma terutama 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan 

ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.85 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai 

Politik mengabaikan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum negara, mengabaikan UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam 

peraturan perundang-undangan, mengabaikan pembentukan peraturan 

perundangundangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundangundangan yang baik meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. 

Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis 

dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan 

kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan, g. Keterbukaan. Dikaitkan dengan 

norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik, telah terbukti tidak sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, sehingga seluruh uraian yang telah diuraikan dalam 

permohonan uji materiil yang dilakukan oleh para Pemohon dapat 
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membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, juncto Bab. I Pasal 1 ayat (1), 

ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 ayat 

(1); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 

2004.86  

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tekstual 

telah menentukan sebagai berikut: “partai politik yang telah disahkan sebagai 

badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan 

penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Apa 

yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang tentang pengertian “tetap 

diakui keberadaannya” tersebut tidak dijelaskan sehingga menimbulkan 

kontradiksi dalam pemikiran dan/atau telah terdapat pertentangan-

pertentangan yang signifikan dalam pasal-pasal yang terkandung di dalamnya 

(contrario interminis), apabila benar para Pemohon atau partai-partai yang 

telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

“tetap diakui keberadaannya” mengapa Undang-Undang yang baru a quo 

tetap mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang”. Apabila Pasal 51 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, dipaksakan untuk 

dilaksanakan mengingat tidak adanya kejelasan konsep, kejelasan rumusan, 
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dasar berpijak, filosofis, maka dapat menimbulkan kerugian secara 

konstitusional baik bagi para Pemohon maupun bagi partai-partai yang lain, 

serta berpotensi akan terjadi chaos politik secara masif yang dapat 

mengancam disintegrasi bangsa.87  

Dengan kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut 

Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Parpol menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak 

atas kepastian hukum, serta tidak adanya guna dan basil guna, persyaratan 

verifikasi yang antara lain telah diwajibkan adanya perubahan terkait dengan 

pendirian dan pembentukan dari suatu partai yang sudah berbadan hukum 

melanggar kedaulatan dari suatu partai, mengingat terkait dengan norma-

norma yang mengatur tentang perubahan dan pendirian dari suatu partai yang 

sudah berbadan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal partai 

misalnya melalui kongres nasional, perintah Undang-Undang Parpol a quo 

melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-Undang a quo 

jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A juncto Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan 

Perundang- Undangan, yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut: 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan 

pada asas pembentukan peraturan perundang-Undangan yang baik meliputi: 

1. Kejelasan tujuan; 

2. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat; 
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3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

4. Dapat dilaksanakan; 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

6. Kejelasan rumusan; 

7. Keterbukaan.88 

 

F. Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Mengabulkan 

Permohonan Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut 

UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

permohonan a quo; 
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b.  Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo;89 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 

10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 

ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 

48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, 

yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya 

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

permohonan a quo; 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-

Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh 

berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 

a.  perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama); 
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b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 

c.  badan hukum publik atau privat; atau 

d.  lembaga negara; 

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 

UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 

a.  kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK; 

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang 

dimohonkan pengujian;90 

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta 

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 

memenuhi lima syarat, yaitu: 

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 

oleh UUD 1945; 

b.  hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
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c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan 

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e.  adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 

terjadi;91 

Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah 

sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti 

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan 

mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:  

Pasal 28: ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. 

Pasal 28C ayat (2): ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya”. 

Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 
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Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat 

berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan: 

“Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui 

keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-

undang ini dengan mengikuti verifikasi”92. 

Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal a 

quo, frasa ”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-

undang ini dengan mengikuti verifikasi”, sangat merugikan para Pemohon 

dengan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

•  Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan 

fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk 

mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari 

kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan 

berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka 

akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta 

Pemilu; 

•  Bahwa frasa a quo telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai 

yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja 

diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 

2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru; 
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•  Bahwa frasa a quo telah merampas hak konstitusional para Pemohon 

yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan 

mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014; 

•  Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan 

memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon 

terbelenggu dengan adanya frasa ”dengan kewajiban melakukan 

penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, 

(Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011);93 

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, 

menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi 

kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya 

oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan 

a quo; Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki 

kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan 

mempertimbangkan pokok permohonan;94 

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 

2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat 

(1)UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai 
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politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi 

prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan 

Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak 

konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya 

ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti 

verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun 

sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat 

verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1a), ayat 

(1b), dan ayat (1c) UU 2/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU 2 /2011;95 

Menimbang bahwa menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah 

menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum 

kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan 

nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama 

menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi 

manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan 

mengeluarkan pendapat. Bahwa gagasan tentang perlunya upaya 

penyederhanaan partai politik menurut para Pemohon tidak boleh 

bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di 

tangan rakyat sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang 

berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai 

alat kekuasaan serta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi 

yang sesungguhnya. Bahwa menurut para Pemohon proses verifikasi 
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 menimbulkan 

akibat bahwa meskipun para Pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila 

tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak 

memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum.96 

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut 

Mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2008 sebelum diubah dengan UU 2/2011 

menyatakan bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

Partai Politik tetap diakui keberadaannya. 

2. Pasal 41 UU 2 /2008 oleh UU 2/2011 tidak dilakukan perubahan, yaitu 

bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan 

sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan (c) 

dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

3. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya 

disebut UU 10/2008) menyatakan bahwa ”Partai Politik peserta Pemilu 

pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu 

berikutnya”. UU 10/2008 pada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan 

hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2009 saja namun 

dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang berlaku untuk pemilihan 
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umum-pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat pasal dalam 

UU 10/2008 yang menyatakan bahwa Undang-Undang a quo hanya 

diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2009 saja. Hal demikian 

tidaklah berarti bahwa tehadap Undang-Undang tersebut tidak dapat 

dilakukan perubahan apabila pembuat Undang-Undang memandang 

perlu untuk melakukan perubahan. 

4. Pasal 315 UU 10/2008 menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu tahun 

2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah 

kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) 

jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ 

(setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh 

sekurangkurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD 

kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) 

jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai 

Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”. Bahwa Pasal ini 

tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan 

penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009. 

5. Terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 315 UU 

10/2008 pun tidak melakukan pembubaran tetapi masih membuka 

kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan 

umum tahun 2009 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 

huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008. 



 

6. Apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat Pasal 315 UU 

10/2008 dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud 

Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, dengan adanya 

pengaturan pada Pasal 316 huruf e UU 10/2008 masih terbuka 

kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut Pemilu tahun 

2009 dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 316 huruf e 

UU 10/2008 yaitu, memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk 

menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 

10/2008. Dalam Pasal 8 UU 10/2008 ditetapkan syarat Parpol untuk 

dapat mengikuti Pemilu yaitu: 

a.  berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai 

Politik; 

b.  memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; 

c.  memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota 

di provinsi yang bersangkutan; 

d.  menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) 

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat 

pusat;  

e.  memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap 

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 

huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 



 

f.  mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada 

huruf b dan huruf c; dan 

g.  mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.97 

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa 

menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang 

disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga 

tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya 

penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf 

a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin 

mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang 

tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau 

tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik 

UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubarnya 

statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap 

diakui kedudukannya sebagai badan hukum.  

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai 

politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. 

Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka 

status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan 

konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat 

(3) UUD 1945.98  
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Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa ”tetap 

diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap 

undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi” yang terdapat dalam Pasal 

51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata 

”keberadaannya” dalam Pasal a quo menimbulkan pertanyaan apakah hal ini 

menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa ”kewajiban 

mengikuti verifikasi” mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para 

Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil 

verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam 

hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan 

kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah 

berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum 

terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin 

keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat 

Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau 

pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan 

kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan 

umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara 

pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus 

dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga 

partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. 

Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum 

adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar 



 

partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta 

pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan 

yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang 

mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang 

tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, 

tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. 

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat 

(1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut.99 

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah 

dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan 

konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 

10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh 

Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 

mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit 

memberikan hak konstitusional kepada partai politik (vide Pasal 6A ayat (2), 

Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). Partai politik dengan 

demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah 

menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 

1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum 

untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai 

politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 

1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai 

                                                           
99 Ibid. hlm. 49. 



 

politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum 

untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 

20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan 

bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar 

peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang 

demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai 

politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang 

bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses 

yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian 

hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai 

politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak 

serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai 

hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak 

mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik 

tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut 

dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau 

melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak 

berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota 

sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang 

berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga 



 

perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya 

musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.100 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas 

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak 

konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena 

itu Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakannya Pasal 

51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat 

langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa 

”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dan pada 

Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, ”Dalam hal Partai Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai 

politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014”, 

serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, ”Anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya”, sehingga 

ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi.101 

 

 

 

                                                           
100 Ibid. hlm. 50. 
101 Ibid. hlm. 51. 



 

G. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Partai Politik 

Setelah memeriksa bukti-bukti dan pendapat dari Pemerintah dan DPR 

terkait dengan Judicial Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang  diajukan oleh 14 Partai Politik. Maka Mahkamah 

Konstitusi memutuskan bahwa menyatakan mengabulkan permohonan para 

Pemohon terhadap Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa 

”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat 

(1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Oleh karena itu partai-partai tersebut tidak perlu untuk mengikuti verifikasi 

partai politik lagi. Sehingga 14 Partai Politik tersebut dapat mengikuti 

Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa verifikasi. 

Oleh karena itu pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 

Partai Politik digunakan untuk partai-partai baru yang bemunculan di dunia 

politik Indonesia. Seperti halnya Partai Nasdem (Nasional Demokrat) harus 

mengikuti verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat 

mengikuti peserta pemilu tahun 2014. Penelitian dan/atau verifikasi partai 

politik adalah pemeriksaan, pengujian dan pembuktian kelengkapan dan 

kebenaran persyaratan partai politik yang dilakukan secara administratif oleh 



 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan instansi 

terkait.  

Verifikasi partai politik berarti penelitian atau pemeriksaan untuk 

membuktikan kebenaran hal ikhwal partai politik. Dimensi atau subsistem 

partai politik amat luas, seperti personalia, aktivitas, sistem, out put, dan 

sebagainya. Personalia partai politik menyangkut pengurus dan pendukung. 

Sistem sekurangnya meliputi administrasi, organisasi, dan keuangan. Adapun 

aktivitas partai politik mencakup berbagai kegiatan dalam kaitan fungsi partai 

politik. Dengan demikian, tujuan verifikasi membuktikan kebenaran dimensi-

dimensi partai politik tersebut. Keterbuktian syarat-syarat yang diajukan 

dengan kondisi lapangan menjadi kunci. Meleset sedikit saja berarti terbukti 

tidak benar. Adapun tujuan inti verifikasi mendorong partai politik 

membuktikan tanggung jawab dan membuktikan keterdukungan.  

Verifikasi memiliki makna penguatan kelembagaan sistem kepartaian. 

Prinsipnya, jumlah partai ideal bukanlah didasarkan pada jumlah kelompok 

orang yang memiliki kepentingan meraih kekuasaan, melainkan berdasarkan 

seberapa banyak ideologi yang berkembang di masyarakat. Sistem kepartaian 

tidak bisa serta merta disebut melembaga apabila sedikit saja sekelompok 

kader kecewa dengan partainya kemudian mendirikan partai baru. Memang 

jumlah partai ideal juga ditentukan oleh distribusi suara pemilu, namun 

verifikasi partai politik memegang pengaruh tak kalah penting. Sehingga 

verifikasi partai politik untuk membantu partai politik memupuk 

pertanggungjawaban atas eksistensinya. 



 

H. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 

15/PUU-IX/2011 

Untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan 

selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya 

melalui hak menguji (toetsingtercht). Hak menguji dapat dibedakan sebagai 

hak menguji formal (formale toetsingrecth) yaitu wewenang untuk menilai 

apakah proses terjadinya suatu produk legislatif (undang-undang) sesuai atau 

tidak dengan cara yang ditetapkan. Sedangkan hak untuk menilai apakah 

suatu produk legislatif dari segi isinya bertentangan atau tidak dengan 

peraturan hukum yang lebih tinggi disebut dengan hak menguji materill 

(materill toetsingrecht). 

Menurut pendapat penulis, Mahkamah Konstitusi telah melakukan hak 

uji terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para pemohon yang diajukan 

oleh 14 Partai Politik. Mahkamah Konstitusi telah melakukan hak uji materill 

(materill toetsingrecht) terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik.  

Secara umum penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 C 

ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan 

partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum tahun 2009 telah 



 

memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian 

partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.  

Kerugian konstitusional terhadap partai politik tersebut disebabkan oleh 

adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk 

mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah 

tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban 

syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1A), 

ayat (1B), dan ayat (1C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Menurut para Pemohon (14 Partai Politik) ketentuan tersebut telah 

menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum 

kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2011 

bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah 

Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula 

dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul 

serta kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 

Pasal 28: ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”. 



 

Pasal 28C ayat (2): ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya”. 

Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Oleh karena itu partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan 

memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa 

dan negaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Alasan para pemohon (14 partai politik) mengajukan Permohonan 

Pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik karena menurut para pemohon pasal tersebut 

bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan permohonan 

pengujian karena partai politik telah berbadan hukum yang dapat 

dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan: 

“Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui 

keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut 

undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, oleh karena itu, para 

pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan pengujian. 



 

3. Setelah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik khususnya pada pada pasal 51 ayat (1),  maka 

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menyatakan mengabulkan 

permohonan para Pemohon terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena itu partai-partai tersebut 

tidak perlu untuk mengikuti verifikasi partai politik lagi. Sehingga 14 

Partai Politik tersebut dapat mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 

tanpa mengikuti verifikasi. 

 

B. Saran 

1. Kepada para anggota DPR (legislatif) untuk kedepannya, hendaknya 

lebih memperhatikan dahulu suatu undang-undang yang lama sebelum 

membuat suatu undang-undang yang baru (perubahan undang-undang), 

sehingga hasilnya tidak mudah untuk diajukan judicial review 

(diajukannya permohonan pengujian sehingga tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 

2. Partai politik jangan hanya didirikan untuk mencapai suatu cita-cita 

politik dan alat kendaraan politik, akan tetapi partai politik didirikan guna 

membangun aspirasi masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi 

lebih baik untuk kehidupannya. 
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